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BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR \\0 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan
Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan
Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
bahwa pengaturan teknis pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Bengkayang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Petunjuk  Teknis Pemilihan Kepala Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis
Pemilihan  Kepala Desa  perlu dilakukan
penyesuaian,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Bengkayang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3823);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah
beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1221).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 156);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa



(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1,
2.

3.

10.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

Camat adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan yang wilayah
kerjanya meliputi desa-desa di wilayah Kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Musyawarah Desa Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah
musyawaarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu.
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Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk atas
prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidikan, tokoh
wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa
dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai
wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat/Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak
dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan Pemilhan Kepala Desa.

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya Panitia
Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada
tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa.

Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
dilaksanakannya Pemungutan Suara.

Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS
adalah petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu
pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang melamar dan
mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap
pilihannya.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar
pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan
identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
Tanda gambar Calon Kepala Desa adalah gambar Calon Kepala Desa yang
dilengkapi dengan nomor urut, nama Calon Kepala Desa.



28. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan Calon Kepala Desa untuk
meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

29. Saksi adalah warga desa yang diberi kuasa oleh Calon yang berhak dipilih
untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses
pemungutan suara.

30. Proses Pemilihan Kepala Desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Panitia Pemilihan dalam rangka Pemilihan Kepala Desa yang dimulai
dari pendaftaran bakal calon, pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan
penghitungan suara sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa
terpilih.

31. Penjaringan bakal calon kepala Desa adalah kegiatan yang dilaksanakan
oleh Panitia Pemilihan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan,
pengumuman waktu pendaftaran dan pendaftaran bakal calon.

32. Penyaringan bakal calon adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia
Pemilihan berupa penelitian persyaratan administrasi bagi bakal calon
untuk selanjutnya ditetapkan menjadi calon sampai dengan
mengumumkan ditempat terbuka untuk memberi kesempatan kepada
masyarakat memberikan penilaian masing masing calon sebelum
ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.

33. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena
Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1
(satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.

BAB II
JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis Pemilihan Kepala Desa meliputi :
a. Pemilihan Kepala Desa Serentak.
b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 3

(I) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a dilakukan secara serentak dilaksanakan pemilihan langsung
diseluruh wilayah daerah.

(2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam
jangka waktu 6 (enam) tahun.

(3) Pemilihan Kepala Desa serentak secara bergelombang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di
wilayah daerah;
kemampuan keuangan daerah; dan/atau

c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa.
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Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang
berhenti lebih dari 1 (satu ) tahun.

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui musyawarah Desa.

BAB I1I
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
Bagian kesatu
Umum

Pasal 5

Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan secara bergelombang paling
banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Waktu pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala Desa
serentak ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan tahapan
Pemilihan kepala Desa.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati

Pemilihan kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pencalonan;

Cc. pemungutan suara; dan

d. penetapan.

Pasal 6

Untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibentuk
panitia Pemilihan Kepala Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :

a. Panitia Pemilihan Kabupaten.

b. Panitia Pemilihan.

Pasal 7

Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b
diangkat dan diberhentikan oleh BPD.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua
tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;



(2)

(3)

(4)
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(6)

(7)

(8)

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara
serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa
tingkat Kabupaten;

f.  melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;

g melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa
dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.

Tugas panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ dan huruf d pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Desa

melalui Panitia Pemilihan.

Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, berasal dari perangkat daerah ,TNI

dan/atau POLRI serta dan instansi terkait.

Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten berkedudukan di Dinas

yang membidangi Pemerintahan Desa.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Padal 8 ayat (1)

huruf g, dilaksanakan oleh Camat di wilayah kerjanya dan dibantu unsur

TNI dan POLRI.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Panitia Pemilihan Kabupaten dapat membentuk Panitia Pemilihan

Kecamatan.

Komposisi keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) terdiri dari unsur Pimpinan Kecamatan dan

pejabat/staf teknis kecamatan yang membidangi Pemerintahan.

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;

d. melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan
Kepala Desa; dan

e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa.

Pasal 9

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2)

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi
dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati
melalui Camat;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
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€. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

f. menetapkan TPS;

g menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

h. menetapkan tata cara kampanye;

i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat
pemungutan suara;

J- melaksanakan pemungutan suara;

k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan

mengumumkan hasil pemilihan;
. menetapkan calon kepala Desa terpilih; dan
m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada BPD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf c, Panitia pemilihan menunjuk petugas pendaftaran
Pemilih.

Petugas pendaftaran pemilih bertugas sampai ditetapkannya Daftar
Pemilih Tetap.

Penunjukan  Petugas pendaftaran pemilih dengan Keputusan
Panitia Pemilihan.

Pasal 11

Penetapan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f,

memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:

a. keterjangkauan pemilih ke tempat TPS;

b. jumlah pemilih 300 s/d 600 per satu TPS;

c. jumlah pemilih maksimal 300 s/d 500 per satu TPS dalam kondisi
Bencana Non Alam; dan

d. biaya pelaksanaan.

TPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf j, Panitia Pemilihan menetapkan Petugas Penyelenggara
Pemungutan Suara (PPPS).

PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang
tiap TPS yang terdiri atas :

a. 3 (tiga) orang pelaksana; dan

b. 2 (dua) orang keamanan (Linmas/Hansip).

PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas selama 6 (enam)
hari yaitu "H-4”, "H-3”, "H-2”, "H-1”, "H” dan "H+1”, pemungutan suara.



Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 13

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
huruf a terdiri atas kegiatan :

a.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

(4)

pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa
tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum
berakhir masa jabatan;

pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan; dan

laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan.

Paragraf 1
Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 14

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan
sebelum berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa.

BPD mengumumkan secara lisan dan/atau tertulis kepada
masyarakat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
ditempat-tempat umum, paling kurang di setiap dusun.

Dalam rangka  pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati
memberitahukan kepada BPD perihal persiapan pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas

Pasal 15

Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan
pemberitahuan dari BPD.

Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sekurang-kurangnya
pangkat Penata Muda Tingkat I (Golongan III b).

Masa jabatan penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan
sampai dengan dilantiknya Kepala Desa.

Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
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(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(3)

(4)

Dalam hal Kepala Desa cuti mencalonkan diri kembali sebagai calon
Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala
Desa. :
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa atau Sekretaris
Desa ikut mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa maka perangkat
desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) ditetapkan juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa dan

diberikan wewenang untuk :

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan;

menetapkan Peraturan Desa RKPDesa dan APBDesa;

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

membina kehidupan masyarakat desa;

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;

membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
mengembangkan sumber pendapatan desa;

mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;

memanfaatkan teknologi tepat guna;

mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

1. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

m. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan

oleh Camat.

Penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

ditetapkan dengan keputusan Bupati.

@ -0 a0 o

Paragraf 3
Panitia Pemilihan

Pasal 16

BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat,
untuk membentuk Panitia Pemilihan.

Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan
tokoh masyarakat Desa.

Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis
oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa, ketua dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan
dan/atau Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS).

Camat dapat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.
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(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

Paragraf 4
Struktur, Komposisi dan Proporsi Panitia Pemilihan

Pasal 17

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan

struktur yang masing-masing dalam jabatannya merangkap anggota terdiri

dari :

Ketua;

Sekretaris;

Bendahara;

Seksi pendaftaran Calon dan Pemilih;

Seksi keamanan;

Seksi Logistik; dan

g. Seksi Pemungutan Suara.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 orang dengan ketentuan :

a. jumlah pemilih s/d 2.000 Pemilih paling banyak 7 (tujuh)
orang;

b. jumlah pemilih 2.001 s/d 4.000 Pemilih paling banyak 9
(sembilan) orang; dan

c. jumlah pemilih diatas 4.000 Pemilih paling banyak 11 orang.

Penentuan susunan Panitia Pemilihan dilaksanakan dengan cara

musyawarah mufakat secara proporsional.

Dalam hal penentuan susunan panitia Pemilihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara musyawarah mufakat

tidak tercapai, maka dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan

suara.

Mo ao o

Pasal 18

Apabila keanggotaan Panitia Pemilihan ada yang berhenti atau

diberhentikan, maka BPD mengganti keanggotannya dengan personil

lain sekaligus menentukan kedudukannya dalam susunan Panitia

Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Keanggotaan Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud ayat

(1) karena :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan

c. diberhentikan.

Keangotaan panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c karena :

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap;

b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;

c. melanggar larangan; dan

d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(4)

Pasal 19

Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu
diambil sumpahnya dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita
Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah /janji sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ berjanji

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku anggota
Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya akan menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala
Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan
Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan”

Kata "sumpah” dan kata ”Allah” sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperuntukan bagi panitia pemilihan yang beragama Islam, bagi penganut
Kristen/Katholik menggunakan kata ”"Janji” dan kata Tuhan dan diakhiri
dengan kata-kata "Semoga Tuhan Menolong Saya”, untuk agama Budha
diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama
Hindu diawali dengan ucapan “’Om Atah Paramawisesa”.

Bagi panitia pemilihan yang beragama selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disesuaikan dengan ajaran Agama dan kepercayaannya
masing-masing.

Paragraf 5
Larangan Panitia Pemilihan dan PPPS

Pasal 20

Anggota Panitia Pemilihan dan Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara
(PPPS) tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua
termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau
seayah termasuk ipar, dan suami istri dengan Bakal Calon.

Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan
keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD segera
memberhentikan dan mengganti keanggotaannya dengan personil lain
sekaligus menentukan kedudukan dalam susunan Panitia Pemilihan yang
ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
panitia Pemilihan dan ditetapkan sebelum penetapan Calon Kepala Desa
yang berhak dipilih.

Anggota PPPS yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan mengganti
keanggotaannya dengan personil lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Ketua Panitia Pemilihan.
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Paragraf 6
Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

Pasal 21

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan kewajiban :

a.

(1)
(2)

menyusun jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan
berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati paling
kurang memuat :

pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

pendaftaran bakal Calon;

seleksi administrasi bakal calon;

penetapan calon;

penyusunan dan pengumuman DPS;

pengesahan DPS menjadi DPT;

penetapan TPS;

pembentukan PPPS;

9. pengumuman nama-nama Calon disetiap Dusun dan/atau TPS;

10. penetapan Nama Calon yang telah memenuhi persyaratan;

11. pengundian Nomor urut Calon yang berhak dipilih;

12. pelaksanaan kampanye;

13. menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;

14. masa tenang;

15. pelaksanaan pemungutan suara;

16. penetapan calon terpilih; dan

17. pelaporan hasil pemilihan kepada BPD.

merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi
dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa yang
berpedoman pada peraturan yang berlaku.

menyusun dan menetapkan Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang berpedoman pada
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat
pemungutan suara;

menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumbkan hasil pemilihan; dan

menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan melakukan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pemilihan.

BN S DR R

Paragraf 7
Pasal 22
Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara

Panitia Pemilihan membentuk PPPS pada setiap TPS.
Anggota PPPS sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri :
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) orang pelaksana merangkap anggota.
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(3)

c. 2 (dua) orang keamanan merangkap anggota.

Anggota PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggota
masyarakat di sekitar TPS yang memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara.

Anggota PPPS diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

Tugas, wewenang dan kewajiban PPPS meliputi :

a.

b.

(1)

mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di
TPS.

membagikan surat pemberitahuan/undangan kepada pemilih yang
namanya sesuai dengan salinan DPT;

menerima surat mandat saksi paling lambat sebelum perhitungan suara
dimulai;

mengkoordinasikan dengan saksi serta pihak terkait lainnya yang dianggap
perlu untuk keperluan persiapan pemungutan suara;

menerima perlengkapan untuk pemungutan dan perhitungan suara di TPS
dari Panitia Pemilihan;

menyiapkan dan membuat TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari
pemungutan suara,

melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS; dan
melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia
Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 24

Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk

yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama,
Madrasah Tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat.

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;

f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Pemerintah/Daerah,;

g. surat Keterangan Bebas Narkoba dibuktikan dengan Surat
Keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah/Daerah,;
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(2)

h. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman

badan atau hukuman percobaan yang dibuktikan dengan surat

keterangan lembaga pemasyaratan atau pengadilan;

J. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali
5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;

k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

1. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan; dan

m. khusus untuk kepala desa yang mencalonkan diri kembali wajib
menyampaikan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa akhir masa jabatan.

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurufl, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

ok
.

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN/BUMD, Tenaga Honorer Daerah,
TNI/POLRI, anggota DPR/DPRD, Pegawai Swasta dan Perangkat Desa yang
mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, juga harus memiliki izin tertulis dari
pimpinan Instansi Induknya:

a.

(1)

PNS dan Tenaga Honorer Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang izin tertulis dari Bupati Bengkayang atas usul dari pimpinan
instansinya,;

Tenaga Honorer yang ditetapkan oleh Instansi/Dinas izin tertulis dari
Instansi yang terkait.

PNS dari instansi sektoral /vertikal, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan
Pegawai Swasta izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang
bersangkutan ditingkat Kabupaten dan atau ketentuan lain yang mengatur
dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;

Perangkat Desa izin dari Kepala Desa; dan

PNS dan Tenaga Honorer Daerah di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang izin tertulis dari Bupati yang bersangkutan atas usul dari
pimpinan instansinya.

Pasal 26

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus
mengundurkan diri dari anggota BPD yang dibuktikan dengan Surat
Pernyataan pengunduran diri dengan ketentuan :
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(2)

a. anggota BPD yang mengajukan pengunduran diri paling banyak 1 /3
(satu per tiga) dari jumlah anggota BPD; dan

b. surat pengunduran diri dari anggota BPD tidak dapat dicabut
kembali.

Apabila anggota BPD yang mengundurkan diri, menyebabkan tidak

terpenuhinya jumlah 2/3 (dua per tiga) dari keanggotaan BPD, maka

segera dilakukan Pergantian Antar Waktu.

Pasal 27

Pengurus Partai Politik yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala
Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 harus mendapat ijin tertulis dari pengurus partai politik sesuai dengan
tingkatannya dengan menyertakan surat pernyataan tertulis bermaterai, siap
melepaskan jabatan di Partai Politiknya apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

Pasal 28

Persyaratan administratif bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, terdiri atas :

1.

2.

Surat lamaran secara tertulis bermaterai yang dialamatkan kepada Panitia

Pemilihan;

Surat pernyataan bermaterai memuat :

a. pernyataan bertagwa kepada Tuhan Maha Esa;

b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan
dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

d. pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3
(tiga) kali masa jabatan; dan

e. Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;

Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang menjalani

pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan Lembaga

permasyarakatan /atau pengadilan;

Surat keterangan dari Pengadilan Negeri Tidak sedang dicabut hak

pilihnya/politiknya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit umum

Pemerintah /Daerah;

Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit umum

Pemerintah /Daerah;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir oleh pihak yang

berwenang kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/

Barcode;
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9. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dilegalisir oleh pihak yang berwenang kecuali
yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/ Barcode;

10. Fotocopy Akta Kelahiran/surat keterangan lahir dilegalisir oleh pihak yang
berwenang kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/
Barcode;

11. Fotocopy ijazah, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, terdiri dari
jjazah SD, SMP; dan atau sederajat; dan

12. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar.

Pasal 29

Apabila pelamar bakal calon Kepala Desa mencantumkan riwayat
pendidikan diatas Sekolah Menengah Pertama atau sederajat wajib
menyertakan fotocopy ijazah dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 30

(1) Berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 dan Pasal 29 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Paragraf 2
Penelitian, Penetapan, Pengumuman Calon

Pasal 31

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon
meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang
yang dilengkapi dengan keterangan dari yang berwenang.

(3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses
dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

Pasal 32

(1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2
(dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan
menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

(2) Bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan
memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

(3) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang
dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), proses pemilihan Kepala Desa dihentikan dan
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(4)

(2)

(3)
(4)

(9)

(6)

ditunda sampai dengan waktu pemilihan Kepala Desa serentak pada
gelombang berikutnya.

Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala
Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya
Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 33

Dalam hal terdapat lebih 5 (lima) orang Bakal Calon Kepala Desa yang
memenuhi persyaratan, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
mengadakan seleksi tambahan berupa :

a. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, usia, tingkat
Pendidikan dengan bobot 10% (sepuluh perseratus) dengan
menggunakan Kkriteria:

1. nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung
menggunakan ketentuan :

a) sampai dengan 1 tahun = nilai 1l
b) 1 tahun sampai dengan 2 tahun = nilai 2
c) 2 tahun sampai dengan 3 tahun = nilai 3
d) diatas 3 tahun = nilai 4

2. nilai usia pada saat penetapan bakal calon kepala desa dihitung
menggunakan ketentuan :

a) 25 tahun s.d 35 tahun = nilai 1
b) Lebih dari 35 tahun = nilai 2
3. nilai tingkat pendidikan dihitung menggunakan ketentuan:
a) SMP/Sederajat = nilai 0
b) SLTA/Sederajat = nilai 1
c) Diploma = nilai 2
d) Stratal = nilai 3
e) Strata 2 keatas = nilai 4

b. Ujian tertulis Test kompetensi dasar dengan bobot 90% (sembilan
puluh perseratus).

Tempat dan waktu pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Panitia Pemilihan Kabupaten menyusun materi ujian tertulis;

Materi ujian tertulis Test Kompetensi Dasar paling kurang memuat :

Pancasila;

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahasa Indonesia;

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan

. Muatan lokal.

Dalam menyusun materi ujian tertulis, pengoreksian dan penilaian

hasil, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak

ketiga.

Hasil pelaksanaan ujian tertulis dilakukan perankingan dan dituangkan

dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Panitia Pemilihan Kabupaten,

selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebagai dasar

penetapan Calon Kepala Desa.

°©po o

19



(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

Pasal 34

Bakal calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), bakal calon Kepala Desa
yang mendapat nilai tertinggi/ranking 1 (satu) sampai ranking 5 (lima).
Dalam hal bakal calon Kepala Desa, yang mendapat ranking 1 (satu)
sampai ranking 5 (lima) mundur sebelum ditetapkan menjadi Calon Kepala
Desa, maka posisi ranking bakal calon Kepala Desa tidak dapat diganti oleh
bakal calon yang lain.

Dalam hal bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ranking 5 (lima) terdapat dua atau lebih yang memperoleh nilai yang
sama, maka diadakan ujian ulang.

Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bagi yang
memperoleh nilai/ranking yang sama.

Pasal 35

Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut
melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.

Undian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para
calon.

Dalam hal Calon berhalangan karena sebab sesuatu dan lain hal yang
dapat dipertanggungjawabkan maka undian nomor urutnya diambil oleh
panitia pemilihan.

Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar
calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan
sebagai tersangka sebelum penetapan calon kepala desa tetap ditetapkan
sebagai calon Kepala Desa.

Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat hanya 2 (dua)
orang dan salah satu meninggal sebelum penetapan dan penentuan nomor
urut maka pemilihan dibatalkan oleh Bupati dan ikut pemilihan kepala
desa gelombang berikutnya.

Apabila bakal calon kepala desa yang ditetapkan sebagai calon dan
memperoleh nomor urut hanya 2 (dua) orang calon kepala desa dan salah
satu meninggal dunia tetap diperhitungkan sebagai calon kepala desa dan
dicetak dalam surat suara dan apabila calon kepala desa yang meninggal
menang, maka bupati menunjuk penjabat kepala desa sampai pemilihan
kepala desa gelombang berikutnya.

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan memperoleh nomor urut
ditetapkan sebagai tersangka tetap dapat mengikuti proses pemilihan
kepala desa.

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan memperoleh nomor urut
ditetapkan sebagai tersangka dan telah terbit putusan pengadilan sebelum
hari pemilihan dinyatakan gugur dan pemilihan kepala desa tetap
dilanjutkan apabila calon kepala desa yang bersangkutan menang, maka
bupati menunjuk penjabat kepala desa sampai pemilihan kepala desa
gelombang berikutnya.
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(10) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7
(tujuh) hari sejak ditetapkan.

Paragraf 3
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Penetapan
Calon Kepala Desa

Pasal 36

Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon yang ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan disampaikan melalui Panitia Pemilihan dengan
syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas calon
yang diadukan, menyebutkan perihal aduan dan menunjukan tanda
bukti dan/atau saksi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan
Calon oleh Panitia Pemilihan.

Pengaduan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diterima dan dipertimbangkan oleh Panitia Pemilihan
dan BPD dalam menetapkan Calon yang berhak dipilih.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diteliti
kebenarannya menjadi bahan pertimbangan Panitia Pemilihan dan
BPD dalam menetapkan Calon yang berhak dipilih.

Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil
pemilihan.

Paragraf 4
Penetapan Pemilih

Pasal 37

Yang mempunyai hak pilih adalah penduduk desa, warga Negara

Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :

a. berdomisili di desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya
daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk atau surat keterangan penduduk;

b. pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau sudah/pernah menikah;

c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap; dan

d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

Berdomisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah

dikhususkan bagi penduduk yang baru datang atau pindah datang.

Penentuan lamanya domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

dengan mengacu pada nomor Kartu Keluarga dan/atau surat keterangan

Kepala Dusun.

Dalam hal pemilih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b namun tidak memiliki dokumen kependudukan kartu keluarga

ol



(S)
(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

atau kartu tanda penduduk diberikan surat keterangan Kepala Dusun
yang menerangkan bahwa yang bersangkutan penduduk asli setempat.
Dalam hal pemilih memenuhi syarat namun berdomisili di luar desa tetap
dapat menggunakan hak pilihnya.

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi
memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
menggunakan hak pilih.

Pasal 38

Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan

selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di TPS dan di tempat

yang mudah dibaca oleh masyarakat.

Penduduk Desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling

lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak DPS diumumkan.

DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

pemutakhiran karena :

a. memenuhi syarat usia pemilih pada hari dan tanggal pemungutan
suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah
menikah;

c. telah meninggal dunia;

d. pindah penduduk desa/mutasi ke desa lain berdasarkan catatan
mutasi atau kepindahan data kependudukan; dan

e. belum terdaftar.

Setelah diteliti dan diperbaiki, paling lama 3 (tiga) hari, Panitia

Pemilihan mengesahkan penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat

yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih
sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai
daftar pemilih tetap.

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diumumkan di
tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
penyusunan daftar pemilih tetap.

(10) Setelah diteliti dan diperbaiki, paling lama 3 (tiga) hari, Panitia

Pemilihan mengesahkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

(11) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kembali pada

masing-masing TPS.

(12) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), tidak dapat
menggunakan hak pilihnya.
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(1)

(1)
(2)

(3)

(2)

(3)

Pasal 39

Dalam hal terjadi Penundaan Hari Pemungutan Suara pada Pemilihan
Kepala Desa maka dilakukan perubahan DPT dengan cara :
a. Mengumumkan DPT terakhir kepada masyarakat sejak diundurnya
hari pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa;
b. Penduduk Desa dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling
lambat 20 (dua puluh) hari sebelum hari pemilihan;
c. DPT sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) dilakukan
pemutakhiran karena :
1. memenuhi syarat usia pemilih pada hari dan tanggal pemungutan
suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah
menikah;
3. telah meninggal dunia;
4. pindah penduduk desa/mutasi ke desa lain berdasarkan catatan
mutasi atau kepindahan data kependudukan;
5. belum terdaftar.
d. Setelah diteliti dan diperbaiki, paling lama 3 (tiga) hari, Panitia
Pemilihan mengesahkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) revisi;
e. DPT revisi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diumumkan kembali
pada masing-masing TPS; dan
f. Pemilih yang terdaftar dalam DPT revisi , ternyata tidak lagi memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), tidak dapat
menggunakan hak pilihnya.

Paragraf 5
Kampanye

Pasal 40

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
prinsip jujur, terbuka, dialog serta bertanggungjawab.

Pasal 41

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 memuat visi dan
misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang
ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
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Pasal 42

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilaksanakan

melalui :

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka;

c. dialog;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang
ditentukan oleh panitia pemilihan; dan

f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

1. Pelaksana kampanye dilarang :

a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau
calon lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f.  mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau calon lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan,;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain
selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
peserta kampanye.

2. Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang
mengikutsertakan:

a. kepala desa;

b. perangkat desa; dan

c. anggota badan permusyaratan desa.

Pasal 44
Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi :
a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan
walaupun belum terjadi gangguan; dan
b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran

atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap
keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
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(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(3)

(4)

Paragraf 6
Masa Tenang

Pasal 45

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara.

Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa
dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan.

Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah
dibersihkan oleh Calon Kepala Desa.

Apabila pada masa tenang masih ada alat peraga kampanye, maka Panitia
Pemilihan berkewajiban membersihkan alat peraga kampanye.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara

Pasal 46

Hari "H” pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.

Pemungutan suara diselenggarakan pada pukul 07.00 sampai dengan
12.00 WIBA.

Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia
pemilihan.

Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu
calon dalam surat suara dengan alat yang telah disediakan panitia.

Pasal 47

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPPS membuka secara
resmi pelaksanaan pemungutan suara, melakukan kegiatan :

a. pembukaan kotak suara;

pengeluaran seluruh isi kotak suara;

pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;

penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan,;
memperlihatkan kepada Calon, para saksi dan para pemilih bahwa
kotak suara dalam keadaan kosong; dan

f. menutup kembali, mengunci dan menyegel kotak suara.

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ketua PPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan
suara.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh
saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita
acara yang ditandatangani ketua PPPS dan anggota serta dapat
ditandatangani oleh saksi calon, dan 2 (dua) orang perwakilan
masyarakat.

o e o
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(3)

(4)

(1)
(2)

Ketua PPPS dibantu oleh anggota PPPS lainnya, bertanggung jawab
terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan
perhitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh PPPS
berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Pemungutan suara dilakukan dengan cara dicoblos pada salah satu
gambar, nomor, nama calon pada surat suara dengan alat yang telah
disediakan oleh panitia.

Apabila pemilih mendapat surat suara ternyata rusak, pemilih dapat
meminta surat suara pengganti kepada PPPS.

Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih
dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia.

Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 49

Sebelum pemungutan suara berakhir, PPPS mengumumkan:

a. pemungutan suara akan segera berakhir;

b. kepada BPD, panitia pemilihan, Calon, saksi serta kepada pemilih
yang belum  menggunakan hak pillhnya untuk  segera
menggunakan hak pilihnya; dan

c. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang
belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah

ditentukan, maka pemungutan suara ditutup oleh ketua, dilanjutkan

penandatangan Berita Acara proses pemungutan suara oleh PPPS,
calon/saksi calon dan saksi masyarakat.

Apabila pada saat penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya

tetapi sudah berada di lokasi pemilihan, proses penutupan
pemungutan suara diperpanjang sampai selesainya pemilih dapat
menggunakan hak pilihnya.

Setelah penutupan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilanjutkan proses penghitungan suara.

Pasal 50

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPPS setelah pemungutan

suara berakhir.

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) PPPS menghitung :

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT
di TPS;

b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
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(3)

(5)

(1)

(2)

(3)

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak
atau keliru coblos.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan

selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan

oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan

menyerahkannya kepada Ketua panitia.

PPPS membuat Berita Acara hasil penghitungan suara dan

selanjutnya menyerahkan hasil penghitungan suara, kelengkapan

administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta

perlengkapan lainnya kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 51

Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

a. surat suara yang telah disediakan, ditandatangani ketua PPPS
dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

b. tanda coblos menggunakan alat yang disediakan panitia hanya
terdapat pada 1(satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;

c. tanda coblos menggunakan alat yang disedikan panitia terdapat
dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan
nama calon;

d. tanda coblos menggunakan alat yang disedikan panitia lebih dari
satu, tetapi masih didalam kotak yang memuat nomor, foto dan
nama satu calon; dan

e. tanda coblos menggunakan alat yang disedikan panitia terdapat
pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto
dan nama satu calon.

Pasal 52

Panitia pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS dan
selanjutnya membuat Berita Acara penghitungan hasil pemungutan suara,
ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, serta dapat
ditandatangani oleh calon Kepala Desa dan 2 (dua) saksi masyarakat.
Salinan Berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing saksi calon yang
hadir, dan menempelkannya ditempat umum.

Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara
sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.

Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari
1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan
suara sah yang lebih luas.

Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) adalah wilayah Dusun.

Apabila wilayah dusun hanya 1 (satu) atau dalam penentuan perolehan
suara berdasarkan banyaknya wilayah perolehan suara masih mempunyai
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(8)

suara sama maka penentuan Calon Kepala Desa terpilih didasarkan pada
hasil ujian tertulis pada saat penyaringan Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33.

Apabila pemilih dalam 1 (satu) TPS berasal dari dari beberapa wilayah
Dusun maka, perolehan suara yang mempunyai suara sama penentuan
Calon Kepala Desa terpilih didasarkan pada hasil ujian tertulis pada saat
penyaringan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
Apabila pada saat penyaringan calon kepala desa tidak melalui ujian
tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maka calon kepala desa
yang memperoleh suara sama melaksanakan ujian tertulis dari panitia
kabupaten dan calon kepala desa yang mempunyai nilai tertinggi
ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.

Pasal 53

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara, disimpan di
kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian kelima
Penetapan

Pasal 54

Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa
kepada BPD.

BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih
berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan
tembusan kepada Kepala Desa.

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa
dengan Keputusan Bupati.

Bagian keenam
Keberatan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 55

Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya
dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu
paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan
dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya
Calon Kepala Desa.

Bupati memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan
dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, Camat, dan tim yang
dibentuk oleh Bupati.

Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
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(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian ketujuh
Larangan dan Sanksi Pelanggaran

Pasal 56

Selama masa pemilihan, Kepala Desa, BPD dan/atau Panitia
Pemilihan  dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan
menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Kepala Desa.

Bagi Kepala Desa, BPD dan/atau Panitia Pemilihan yang terbukti
melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
sanksi berupa teguran tertulis.

Teguran tertulis bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan usulan BPD.
Teguran tertulis bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan oleh Camat atas nama Bupati.

Teguran tertulis bagi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan oleh BPD.

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan
ayat (5) sebanyak 3 (tiga) kali teguran dengan jarak waktu masing
masing teguran paling lama 7 (tujuh) hari.

Dalam hal Panitia Pemilihan, setelah teguran ketiga tidak
memperbaiki  tindakan, maka dilakukan pemberhentian dan
pergantian anggota Panitia Pemilihan.

Bagian kedelapan
Pelantikan

Pasal 57

Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa
terpilih.

Apabila kepala Desa terpilih berhalangan tetap, maka Pelantikan Kepala
Desa terpilih ditunda paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal
pengesahan kepala Desa terpilih.

Apabila penundaan Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum juga dapat dilaksanakan, maka Pelantikan
Kepala Desa terpilih dibatalkan, dilakukan proses pemilihan Kepala Desa
serentak pada gelombang berikutnya.

Dalam hal penundaan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) jabatan Kepala Desa
atau penjabat Kepala Desa berakhir, Bupati menunjuk Penjabat kepala
Desa sampai dilantiknya Kepala Desa defenitif.
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Pasal 58

(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan
sumpah /janji.

(2) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat pelantikan dan
dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan
UndangUndang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan

perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa,
daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59

Setelah pelantikan Kepala Desa dilakukan serah terima jabatan Kepala Desa
dihadapan BPD dan disaksikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 60

(1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan untuk mengisi
sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan.

(2) Sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa
masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.

(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Musyawarah
Desa.

Pasal 61

(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa
jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari
Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai
dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3)
diselenggarakan khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

(3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa
terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa
jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

(4) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh
Pemerintah Desa.
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(6)

(7)

(8)

(2)

(3)

(1)

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh
Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
Tokoh adat;

Tokoh agama;

Tokoh masyarakat;

Tokoh pendidikan;

Perwakilan kelompok petani/pekebun;

Perwakilan kelompok nelayan;

Perwakilan kelompok pengrajin;

Perwakilan kelompok perempuan; dan

Perwakilan kelompok masyarakat pemerhati dan perlindungan
anak;

Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat.

Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k
diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun atau sebutan
lain.

Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat ditentukan
secara proporsional.
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Pasal 62

Setelah Kepala Desa diberhentikan, BPD membentuk Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Ketentuan mengenai pembentukan, struktur Panitia Pemilihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Biaya pemilihan Kepala Desa Antar waktu dibebankan kepada
APBDesa.

Pasal 63

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak sejak kepala Desa berhenti

dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan kegiatan yang
meliputi:

1. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa Antar Waktu oleh
BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari
terhitung sejak Kepala Desa berhenti;

2. Pengajuan rencana biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh
panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30
(tiga puluh) Hari sejak panitia dibentuk, paling kurang memuat :
a. Dana yang dianggarkan;
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Honorarium panitia Pemilihan, pengamanan Desa dan lain

lain;

Biaya alat tulis;

Biaya fotocopy;

Belanja makan dan minum rapat;

Belanja dokumentasi;

Belanja pengadaan sarana dan prasarana/peralatan

pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu.

3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala
Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan
oleh Panitia Pemilihan;

4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh
Panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas)
hari;

5. Ketentuan mengenai persyaratan, alat pembuktian dan/atau
persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal
29 dan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
persyaratan dan alat pembuktian yang mencalonkan diri menjadi
Calon Kepala Desa Antar Waktu;

6. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon
oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dilakukan dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari;

7. Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia
Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3
(tiga) Calon orang yang dimintakan pengesahan melalui
musyawarah Desa untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa
Antar Waktu;

8. Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih dari 3 (tiga), panitia
Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dapat mengadakan seleksi
tambahan dengan kriteria pengalaman bekerja dilembaga
Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, dan/atau dengan ujian
tertulis;

9. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua)
orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran
selama 7 (tujuh) hari; dan

10. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2
(dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (9), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa
pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan
oleh BPD.

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD
yvang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia
Pemilihan Antar Waktu;

2. Pengesahan Calon Kepala Desa oleh Musyawarah Desa melalui
musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

® ™o
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(2)

(1)

(2)

3. Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan
melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

4. Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia

Pemilihan melalui musyawarah Desa;

Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh Musyawarah Desa;

Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui Musyawarah Desa

kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah

Musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;

7. Pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa
oleh BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima laporan dari panitia pemilihan;

8. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan
Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan
dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

o o

BAB V
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 64

Biaya pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Biaya pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui mekanisme
musyawarah Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.

BAB VI
DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 65

Contoh, bentuk, dan format kelengkapan administrasi pemilihan Kepala
Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran
38 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Tata naskah dan pengetikan terhadap dokumen administrasi produk
hukum Desa mengacu ketentuan penyusunan produk hukum Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor
44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita
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Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 pdembu~ 2022

BUPATI BANGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 30 P@embar 2033

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD
AHMAD PRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR \\o
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR \\® TAHUN 2022

TANGGAL 30 9uuwber 20920

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA DI

KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Format Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(03550 7 ———

KABUPATEN BENGKAYANG
Alamat @ ..o,

Ll —,—,—,—,—,—————

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................

NOMOR..... TAHUN. ;...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ..........

Menimbang

Mengingat

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ............

a.

bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
dan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Tahun ........ , perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala
Desa,;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3823

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor
6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Membentuk  Panitia Pemilihan Kepala Desa di
Desa....... Kecamatan ............ Kabupaten Bengkayang

Tahun ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan
ini.

Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu keputusan ini adalah sebagai berikut :

a.

menyusun jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala

Desa dengan berpedoman pada jadwal yang telah

ditetapkan oleh Bupati paling

kurang memuat :

pengumuman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

pendaftaran Bakal Calon;

seleksi administrasi bakal calon;

penetapan calon;

penyusunan dan pengumuman DPS;

pengesahan DPS menjadi DPT;

penetapan TPS;

pembentukan PPPS;

pengumuman nama-nama Calon disetiap Dusun

dan/atau TPS;

10. penetapan Nama Calon yang telah memenuhi
persyaratan;

11. pengundian Nomor urut Calon yang berhak dipilih;

12. pelaksanaan kampanye;

13. menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;

14. masa tenang;

15. pelaksanaan pemungutan suara;

16. penetapan calon terpilih; dan

17. pelaporan hasil pemilihan kepada BPD.

D 00 N1 S s e N
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KETIGA

KELIMA

merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan;

menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala
Desa yang berpedoman pada peraturan yang berlaku;
menyusun dan menetapkan Tata Tertib pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang
berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku;

memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan
tempat pemungutan suara;

menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan; dan

menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan melakukan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Masa tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Pertama, terhitung sejak tanggal ditetapkan
dan berakhir sampai Bupati mengesahkan keputusan
panitia pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dl.sass
pada tanggal .............

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...............
KETUA,
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LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BPD....

NOMOR -
TANGGRL  occusmmmassmsienss
TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN ..... KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .......c.c..c.....

KECAMATAN ....coovvvviiinnenns KABUPATEN BENGKAYANG
NO. NAMA JABATAN ALAMAT ( Dusun) KET.
1 2 2 4 5
1 Ketua/merangkap
' Anggota
| Sekretaris/merangkap
2.
Anggota ‘
Bendahara/merangkap r
3.
Anggota
4. | Anggota
9. Anggota
6. Anggota
7. Anggota
dst
11,
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,
Catatan :

Jumlah Anggota menyesuaikan.
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2. Format Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...,

Alamat @ ..o,

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Rapat dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh para Anggota BPD,
Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan,
Unsur Tokoh Masyarakat dan .......................eeee.. ( Kecamatan/kalau hadir),
(sebagaimana daftar hadir terlampir).
Rapat membahas tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
......................... dan dihasilkan beberapa kesepakatan antara lain :
Menunjuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari :
RIAE: ogarsgwnsre SRR sebagai Ketua merangkap anggota
Sdr. ..o sebagai sekretaris merangkap anggota
374 § SRR — sebagai bendahara merangkap anggota

.......................... sebagai anggota

(5 - S —— sebagai anggota

s £ S sebagai anggota

dsticoiiiiiiiinin. sebagai anggota

3 . sebagai anggota

P RMme a0 o e
L
w
—+

—
Q.
w

<4

.......................... sebagai anggota

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pimpinan Rapat
Badan Permusyawaratan Desa ..........
Ketua,

40



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...
KECAMATAN ......conosisencivonni

KABUPATEN BENGKAYANG
Alamat & i,

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari

Tanggal

Jam

Tempat

Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...........

Kecamatan ................... Kabupaten Bengkayang
No Nama Jabatan/Unsur dari | Tanda Tangan
1 2 3 -+

Badan Permusyawaratan Desa...
Ketua,

...................
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3. Format Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Tembusan :
1. Kapolsek

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA ...,

KABUPATEN BENGKAYANG
T F2 5201 )

................ A .| i -

Kepada
................................... Yth. Bupati Bengkayang
Penting melalai Camat ...omwvoss s
...... (.......) berkas

Laporan Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala

Desa

di -~

........................

Dalam rangka proses pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada hari ................ y TRAPPRL oopsovvevimmemmanns 20... bertempat
diDesa  .........c..on.... ROCRIBEaiL. .o conosnusesnsnss telah
dilaksanakan rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa dan hasil pembentukan panitia telah ditetapkan
dengan Keputusan BPD.

2. Sebagai kelengkapan administrasi terhadap laporan kami
tersebut diatas, pada lampiran disediakan antara lain :

a.

b.

Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa;

Susunan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil
musyawarah Panitia Pemilihan;

Usulan/Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala
Desa,;

............................................................................

Demikian disampaikan sebagai bahan laporan untuk

menjadi maklum.

BADAN PERMUSAYAWARATAN DESA ....
KETUA,

.....................................

......................
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4.

Format Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa

PELAKSANAAN
NO URAIAN KEGIATAN SIME S KET
HARI | TGL S/D TGL
1 2 3 4 S5
A. | TAHAPAN PENCALONAN
1. | Pemberitahuan BPD kepada 4 6 (enam) bulan sebelum
Kepala Desa tentang akhir berakhir masa jabatan
masa jabatan Kepala Desa sesuaikan
dengan TMT Pelantikan
2. | Sosialisasi pemilihan Kepala 1 Menyesuaikan
Desa
3. | Pembentukan Panitia 1 Menyesuaikan hasil A.1, 10
Pemilihan (sepuluh hari setelah
pemberitahuan
4. | Laporan akhir masa jabatan 1 Menyesuaikan hasil A.1, 30
Kepala Desa kepada Bupati (tiga puluh) hari setelah
pemberitahuan
5. | Pengajuan rencana biaya 1 Menyesuaikan hasil A.3, 30
Pilkadees dari Panitia ke (tiga puluh) hari setelah
Bupati pembentukan Panitia
Pilkades
6. | Pendaftaran Pemilih
a. Pendaftaran pemilih | 12* s/d
sementara
b. Pengumuman DPS ¥ s/d
c. Pendaftaran pemilih | 3* s/d
Tambahan
d. Penetapan daftar pemilih | 2* s/d
tetap
e. Pengumuman DPT Setelah penetapan DPT s/d
hari "H”
B. | TAHAPAN PENCALONAN
1. | Penjaringan
2. Pengumuman dan| O* s/d
pendaftaran Bakal Calon
3. Perpanjangan Pengumuman 3* s/d
dan Pendaftaran Bakal Calon
4. Penelitian kelengkapan | 6* s/d
administrasi dan klarifikasi
persyaratan Administrasi
Bakal Calon
8. Penetapan bakal Calon yang 1% s/d
memenuhi persyaratan
Administrasi
6. Tes Kompetensi Dasar (TKD) 1* s/d
Balon Kepala Desa bagi Balon
Kades Vg memenuhi
persyaratan ADM lebih dari
5(lima).
7. Penetapan Calon Kepala = s/d
Desa
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Bupati

TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
Persiapan pelaksanaan pemungutan s/d
suara
Musyawarah Panitia Pemilihan s/d
dengan Calon Kepala Desa :
a. Penentuan gambar/Foto,
pengundian Nomor Urut, dan lain-
lain yang dianggap penting.
b. Penentuan penunjukan saksi-
saksi calon Kades
Pembuatan Undangan & Surat Suara, s/d 10 (sepuluh)
Penghitungan Surat Suara dan hari sebelum
penulisan Undangan hari "H”
Pengedaran Undangan s/d
Kampanye 3* s/d ... |3 (tiga) hari
sebelum
masa tenang
Masa Tenang 3* s/d 3(tiga) hari
sebelum hari
”H”
Hari "H” Pemungutan dan | 1* s/d
Penghitungan Suara
TAHAP PENETAPAN
Laporan panitia Pilkades kepada BPD | 7* | Paling lambat H+7
tentang hasil penetapan Calon terpilih
Laporan dan usulan Pengesahan dan | 7* | Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
Pelantikan Calon Kades terpilih oleh diterimanya penetapan Calon terpilih
BPD ke Bupati
Pengesahan Calon Kades terpilih oleh | 30* | Paling lambat 30 (tiga puluh) hari
Bupati setelah diterimanya usulan
pengesahan.
Pelantikan Calon Kades terpilih oleh | 30* | Paling lambat 30 (tiga pulh hari setelah

diterbitkannya
Kades terpilih

pengesahan  Calon

Pembubaran Panitia :

Pembubaran Panitia oleh BPD

Ketua,

..........................

*) Angka yang dicetak tebal merupakan alokasi waktu yang telah ditentukan

berdasarkan Peraturan Bupati No......
hari “H” pemungutan suara).

Tahun 2014 ( tanggal menyesuaikan dengan
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S. Format Berita Acara Rapat/Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN .......cc........

................................................

.....................................

Alamat :

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PANITIA PEMILIHAN

Pada hari ini, ........... tanggal ........... bulan ........... tahun ...........
bertempat di ........... Kecamatan ........... Kabupaten Bengkayang telah
dilaksanakan musyawarah panitia pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia
Pemilihan, dihadiri para anggota Panitia, BPD serta fasilitator
Kecamatan/kalau hadir (dengan daftar hadir sebagimana terlampir).

Dari hasil musyawarah ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Alamat Sekretariat Panitia Pemilihan adalah : JI. .......... Dasun. . ..ovensssss
Desa .......c........ Keeamatan, .....c.veoas0 No. Telp. .
2. Susunan Panitia Pemilihan ( sebagaimana terlampir );

3. Usulan/ Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala desa.(sebagaimana

terlampir);
4. Rencana Jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- I ——
6. e,
R B - S —

*) dan seterusnya (isi kesepakatan dan redaksi menyesuaikan dengan
hasil musyawarah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

Ketua,

..........................
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PESERTA RAPAT

No. NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1 2 3 4

1 Ketua | P

2. Sekretaris D
<3 Bendahara S TS

4. Anggota . T

B Anggota < TR

6 Anggota (S DU

7 Anggota T osmancs

8 Anggota [ I —
9 Anggota 9........

10 Anggota 10, seumvess
B T ——— Anggota 11........

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pimpinan Rapat

Ketua,

................................
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6. Format Pengumuman

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN .......ccc........
BESA iiioneeecrmmrmnsesssvammmsesnssovsssrsssissmssosnss
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....ccooooooeoeeeeooe
Alamat :
PENGUMUMAN
Nomor: ......... /P. Pilkades/20 .........

Berdasarkan Keputusan BPD Desa ...... Kecamatan ...... Nomor
:....Tahun...... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa...... p
bahwa di Desa ...... Kecamatan ...... akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa,
maka dengan ini diumumkan kepada seluruh warga Desa ......... Kecamatan

............ bahwa telah dibuka pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala

Adapun persyaratan umum untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa

.................... adalah sebagai berikut :

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama, Madrasah
Tsanawiyah, dan atau Pendidikan lain yang sederajat;
Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun atau
lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;

i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. Berbadan sehat dan Bebas Narkoba;

k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

SR oo

Bagi masyarakat Desa ....................... yang berminat untuk menjadi Calon
Kepala Desa ...... dengan mengajukan permohonan/lamaran secara tertulis
diatas materai kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.......... dengan

dilampiri persyaratan administratif yakni :
1. Surat lamaran secara tertulis bermeterai cukup, dialamatkan pada
Panitia PILKADES.
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-

10.

11.

12.
13.

Surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi tentang :

a. Permnyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

d. Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa
Jjabatan;

e. Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat;

Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang menjalani pidana

penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan Lembaga

permasyarakatan /atau pengadilan;

Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tidak sedang dicabut hak

pilihnya/politiknya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan

Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum

Pemerintah /Daerah;

Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum

Pemerintah/Daerah;

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilegalisir oleh pihak yang

berwenang kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan

Elektronik/ Barcode;

Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dilegalisir oleh pihak yang berwenang

kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan Elektronik/ Barcode;

Fotocopy Akta Kelahiran/surat keterangan lahir dilegalisir oleh pihak

yang berwenang kecuali yang sudah menggunakan Tanda Tangan

Elektronik/ Barcode;

Fotocopy ijazah pendidikan tingkat Dasar sampai pendidikan tingkat

akhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar;

Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, juga

harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :

1. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang,
melampirkan izin tertulis dari Bupati Bengkayang atas usulan dari
pimpinan instansinya;

2. PNS dari instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi
sektoral/vertikal yang bersangkutan ditingkat Kabupaten dan atau
ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal
pegawai yang bersangkutan;

14. Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud

diatas, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri;
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15. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan
sebagaimana dimaksud diatas, wajib melampirkan surat permohonan
cuti kepada Bupati melalui Camat;

16. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan
sebagaimana dimaksud diatas, melampirkan surat izin dari Kepala
Desa.

Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dibuat
rangkap 3 (tiga) dan harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri
kepada Panitia Pemilihan.

Pengumuman dibuka selama 9 (Sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal
...tepat pada Pukul.......... WIB dan ditutup tanggal ...... tepat pada Pukul :.......
WIB sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Kepala Desa segera
disampaikan kepada Panitia Pemilihan sebelum Pengumuman dinyatakan
ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat
Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada

warga desa/masyarakat Desa ...... Kecamatan .........

Dikeluarkandi ...................
e T R —

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

.....................................
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7. Format Surat Pernyataan Calon Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/Tgl. Lahir

Pekerjaan

....................................................
....................................................

....................................................

Jenis Kelamin

Pendidikan

....................................................

.....................................................

o o W

Alamat :RT. ... RW. ... Dusun

Kecamatan .............. Kabupaten Bengkayang.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

a) Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Tka;

¢) Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan;

d) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;

e) Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila
ternyata pernyataan ini tidak benar, saya siap dan bersedia dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang menyatakan,

Nama Jelas
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8.

Format Surat Lamaran Calon Kepala Desa

............. T
Kepada
..... (......) rangkap Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Surat Lamaran Calon Kepala Kepala Desa ................
Desa ;
di-
Yang bertanda tangan di bawah ini :.
1. Nama T ——
2. Tempat/Tgl. Lahir @ ..o,
3. Pekerjaan R TS TSRS SR A AT S e e DT TR
4. Jenis Kelamin R N R SR AR
5. Pendidikan E s A RRATRIE
6. Alamat 5 BT ve BW: 50 DUSHYY soamusmene Desa
............. Kecamatan .......Kabupaten

Bengkayang.

Dengan ini mengajukan lamaran/permohonan untuk
menjadi Calon Kepala Desa .................... Kecamatan
.................... dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 20.....%),
sebagai pertimbangan saya lampirkan beberapa persyaratan
administratif yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Surat Pernyatan bermaterai yang memuat :

a. Pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;

c. Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

d. Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa 3 (tiga)
kali masa jabatan;

e. Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

3. Surat Keterangan dari pengadilan Negeri :

a. bahwa tidak sedang menjalani pidana penjara;

b. bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya/politiknya
sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;

b
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5. Surat Keterangan bebas Narkoba;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
7. Foto Copy Kartu Keluarga;
8. Fotocopy Akta Kelahiran/surat keterangan lahir
9. Foto copy ljazah sekolah pendidikan tingkat dasar sampai
Pendidikan tingkat akhir
10. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar;
11. dan seterusnya. (syarat syarat lain yang diatur dalam
ketentuan Peraturan Bupati ini).
Demikian surat Lamaran/permohonan ini saya
sampaikan, atas perkenan dan kebijaksanannya disampaikan
terima kasih.

Pelamar/ Pemohon,

Yang menyatakan,

Nama Jelas
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9. Format Tanda Bukti Pencaftaran Pemilih

Alamat :

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN .....c.ccevuneenn.
B e —

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
NOIMOT S ;05550 JPAN/...... /20......

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jenis Kelamin
Status Kawin

Lakl Laki / Perempuan
: Kawin / Tidak Kawin

Tgl.Lahir
Alamat :RT. ......... /RW. ... Dusun ........ Desa ..ccccvvvnvnnennnn.
Telah terdaftar sebagai pemilih dalam peiaksanaan Pemilihan Kepala Desa ....... Kecamatan
Catatan 1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditetntukan
kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa ;
2. Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar

dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu
petugas/pendaftar/panitia menyerahkan undangan.

Ketua, Petugas Pendaftar, Tanda tangan yg didaftar.

Alamat :

RIECANMATAN. ..cvoonummsmnnnns

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
Nomor : ......... /PAN/...... /20......

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Jenis Kelamin
Status Kawin

Lakl Laki / Perempuan
: Kawin / Tidak Kawin

TglLahirr @ =0 % seessessesasseseners

Alamat 1K 21— FRW ovvcs DIISHTE wivcaies |57 5 T

Telah terdaftar sebagai pemlhh dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ....... Kecamatan
Catatan 1. Kepada yang bersangkutan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang akan ditetntukan
kemudian dalam undangan pemilihan Kepala Desa ;

Tanda bukti pendaftaran ini disimpan secara baik dan ditunjukkan serta ditukar
dengan undangan pemilihan Kepala Desa, pada waktu petugas/pendaftar/panitia
menyerahkan undangan.

Ketua, Petugas Pendaftar, Tanda tangan yg didaftar.

.........................................

......................
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10. Format Daftar Pemilih

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/TAMBAHAN /TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA ............ KECAMATAN ..............
KABUPATEN BENGKAYANG
DUSUN / TPS :
Lembar :

JENIS R STATUS "
NG NAMA KELAMIN JTGL (KAgII{N/T ALAMADUSUN/
L P LAHIR e

1 2 3 4 S 6 i

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20




21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

dst

Jumlah

Paraf Bakal Calon Kepala desa :

Nomor Urut 1
Nomor Utut 2

Dst.

ditetapkan oleh :

|

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .........

KECAMATAN

1. Ketua
2. Sekretaris

3. Anggota A8t ..ovmoienvanins R —— )

------------------------

........... i smsssaonass: Sy
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11. Format Rekapitulasi Daftar Pemilih

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA/TAMBAHAN /TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA ....
KABUPATEN BENGKAYANG

.............. KECAMATAN

..........................

A
e

DUSUN/TPS

JUMLAH PMILIH

L P

2

3 4

O 0 N & U | W | —|~

—
o

dst

Paraf Bakal Calon Kepala desa :
NomorUrutl : 1. .
Nomor Utut 2 : 2. ........

Dst.

ditetapkan ol

eh :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .........

KECAMATAN
1. Ketua

...........................

2. Sekretaris  ........cocoeienennn. (.

3, Angsota A8t s )

........... T~ 0 T
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12. Format Tanda Terima Pendaftaran Calon Kepala Desa

BUKTI TANDA TERIMA

BERKAS PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Atasnama : Sdr. .....ccevennnnnn.
Lembar ke :1

NO

URAIAN / JENIS

KELENGKAPAN

TRI9IN
nsedy]
dex3uey

dexduoy yepry,

desxgduo]

2

o)}

KET.

Surat Lamaran bermaterai

Surat Pernyataan

a Pernyataan bertaqgwa  kepada
Tuhan Yang maha Esa

b Pernyataan memegang teguh dan
mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang
Dasar 1945, serta
mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal lka

¢ Pernyataan bersedia dicalonkan
menjadi Kepala Desa

'd Pernyataan tidak pernah sebagai

Kepala Desa selama 3
(tiga) kali masa jabatan

e Pernyataan tidak pernah dijatuhi
hukuman pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK) dari Polres setempat

Surat Keterangan dari Pengadilan
Negeri tidak sedang menjalani
pidana penjara yang dibuktikan
dengan surat keterangan Lembaga
permasyarakatan /atau pengadilan
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Surat keterangan dari Pengadilan

Negeri Tidak sedan
pilihnya/politiknya

g dicabut hak
sesuai dengan

putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan

hukum tetap;

1

Surat keterangan sehat jasmani dan
rohani dari rumah sakit umum

Pemerintah/Daerah

Surat keterangan bebas narkoba dari

rumah sakit
Pemerintah/Daerah

umum

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

dilegalisir oleh pihak

yang berwenang

kecuali yang sudah menggunakan

Tanda Tangan Elektro

nik/ Barcode

Fotocopy Kartu
dilegalisir oleh pihak

Keluarga  (KK)
yang berwenang

kecuali yang sudah menggunakan
Tanda Tangan Elektronik/ Barcode

10

Fotocopy Akta

Kelahiran/surat

keterangan lahir dilegalisir oleh pihak
yang berwenang kecuali yang sudah
menggunakan Tanda Tangan

Elektronik/ Barcode

11

Fotocopy ijazah, dilegalisir oleh pejabat

yang berwenang :

a. SD Sederajat;

b. SMP Sederajat;

c. SMA Sederajat

d. Diploma

e. Stratal

|f.  Strata 1 keatas

12

Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 "

sebanyak 5 lembar.
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Keterangan kode :

(V) = lengkap

Berkas lamaran *)

TELAH DITERIMA/DIKEMBALIKAN ( X ) = tidak lengkap

Karena LENGKAP/TIDAK LENGKAP

Pelamar,

Panitia Pemilihan Kepala Desa......
Petugas Penerima,

.....................

.....................................
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13. Format Tanda Terima Berkas Tambahan Pendaftaran Calon Kepala Desa

BUKTI TANDA TERIMA
BERKAS TAMBAHAN
PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA..........c.........

Atas nama : Sdr. ......coeveenen...

Lembar ke : ...
KELENGKAPAN | 1
. N 2
| ' & % l 5 KET
NO | URAIAN / JENIS S E § &
8 | B & ® (&5 |
AN 5 |
l - 9. "U = | |
|
e — B - i
1| 2 - 3 4 9 6 | 7 8
' 1 | Surat ijin dari Instansi Induknya | ‘
| ( PNS/TNI/POLRI ) ! |
| ' i T i
| 2 | Surat Pernyataan Pengunduran Diri I F
. (BPD) I
' 3 | Surat Izin Kades bagi perangkat desa
‘ 4 | Surat permohonan cuti kepada Bupati
| melalui Camat dari Kepala Desa yang
‘_ ~ akan mencalonkan diri kembali - N |
S Dst .
L | . B S I S
.......... y eeenennnny 200000

Keterangan kode :
(V) = lengkap
(X ) = tidak lengkap

Berkas lamaran *)
Telah diterima/dikembalikan karena

lengkap/tidak lengkap

Pelamar,

...................................

Catatan :
*) yang tidak perlu dicoret

Panitia Pemilihan Kepala Desa......
Petugas Penerima,

.....................................
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14. Format Berita Acara Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala
Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN .....c.ccovveeeen.

Alamat :

BERITA ACARA
PEMBUKAAN PENGUMUMAN

Pada hari ini ........... Tanggal ... ........ 20...., bertempat di Sekretariat

Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan membahas

Pembukaan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa .......................

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota

Panitia Pemilihan , dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh

suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat
melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa ................. , Pengumuman
Pendaftaran Calon dibuka selama 9 ( Sembilan ) hari mulai berlaku sejak
hart s taniggal i tepat pada Pukul ........... WIB dan ditutup pada
hati .ccoue. 77 ) (R—— tepat pada Pukul ; ......... WIB sesuai jam
di sekretariat panitia;

2. Untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas, terutama yang berminat
melamar/mendaftar sebagai Calon Kepala Desa .................. , maka
Pengumuman tersebut diletakkan /ditempelkan ditempat-tempat umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapatnya
dipergunakan sebagaimana mestinya.

............... S i FeAeTEE e
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....ccoiiieienen.
L (Ketua ) Lssussmosmmanis
2 (Sekretaris) - -
B cvmemesmemmmmm (Bendahara) e e
4 e, (Anggota) B,
dst
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15. Format Berita Acara Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala

Desa
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN .......c..........
BEERR . comanmmmmnassussgmms s s s s s
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....ooumoieeeeeeeeeeeeeeeaann,
Alamat :
BERITA ACARA
PENUTUPAN PENGUMUMAN
Pada hari ini ........... Tanggal ... ........ tahun...... , bertempat di

Sekretariat Panitia Pemilihan, telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan,
membahas Penutupan Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa ........

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para
Anggota Panitia Pemilihan , dan dalam Rapat Panitia Pemilihan tersebut telah
diperoleh suatu kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Kepala Desa .........ccc............ ditutup
pada hari ........ stanggal .. v s 205, pukul & o WIB.

2. Sampai dengan penutupan Pengumuman tersebut diatas, Bakal Calon
Kepala. Desa ..osimaonarsms yang telah mendaftarkan diri sebanyak
....... Orang yakni atas nama :

I T
B, B cvnemmeanns
c. dst

3. Berdasarkan hasil Pengumuman dengan pertimbangan jumlah Bakal
Calon Kepala Desa yang telah mendaftar (paling sadikit 2 orang.. *), maka
setuju dilanjutkan dengan Penyaringan yakni kegiatan penelitian
kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Berkas Permohonan
Bakal Calon Kepala Desa ......... atau Kurang dari 2 (dua) orang, dan sudah
dilakukan perpanjangan, maka sesuai dengan Kketentuan Peraturan
Perundang-Undangan, Tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa tidak
dapat dilanjutkan. Sehingga dilaporkan kepada BPD untuk dilanjutkan
kepada Yth. Bapak Bupati Bengkayang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

............... NPPRRB— . | (I

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.........cccvevvvnenn...

1 s (Ketua ) | DTSR

+ L — (Sekretaris) Dcsewsmsvermszoss
T R (Bendahara) Dliesunnriorninss

o AN (Anggota) o SOT—
- T S (Anggota ) L5

dst
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16. Format Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon
Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
EECAMATAN ...

....................................................

Alamat :

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DAN KLARIFIKASI BERKAS PERMOHONAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini, ...... tanggal, ...... Bulan, ....... I 12100 | o IO bertempat di
...... , Kec. .....Kabupaten Bengkayang telah dilaksanakan penelitian
kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi permohonan

Bakal Calon Kepala Desa sebanyak ... Berkas yang terdiri ...... Calon.

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dihadiri para anggota
panitia pemilihan dan BPD sebagai pengawas pemilihan kepala desa, ....... dst
( sebagaimana daftar hadir terlampir ).

Berdasarkan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan
klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa dihasilkan :

a. Sebanyak ........ berkas ( sebagaimana terlampir ) atas nama :
1. By cmseaerasangs

- Sdr. ...,

;8 Dan seterusnya ...............

telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai ketentuan peraturan
yang berlaku;

b. Sebanyak ........ berkas ( sebagaimana terlampir ) atas nama :
1. Sdr. ..o

2. Sdr. ..ooeeiiieinnn,

3 Dan seterusnya ...............

dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif formal
sebagaimana ditetapkan ketentuan Peraturan yang berlaku

Dari hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan
klarifikasi berkas permohonan Bakal Calon karena yang memenuhi persyaratan
kurang dari 2 (dua ) orang maka Tahapan pencalonan diperpanjang dan Bakal
calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang
setelah perpanjangan waktu pendaftaran, proses pemilihan Kepala Desa
dihentikan dan ditunda sampai dengan waktu pemilihan Kepala Desa serentak
pada gelombang berikutnya ------------- |

Karena yang memenuhi persyaratan sebanyak ........ orang ( antara
paling sedikit 2 s/d paling banyak 5 orang ) , maka kepada masing-masing Bakal
Calon Kepala Desa dinyatakan memenuh syarat untuk ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. ----------- g |

Karena yang memenuhi persyaratan sebanyak ........ orang ( lebih dari
5 orang ), maka kepada masing-masing Bakal Calon Kepala Desa diberikan
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seleksi tambahan dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk mendapatkan
dukungan dari pemilih sesuai jadwal tahapan yakni mulai tanggal .....................
2 7+ [ —— dan Kklarifikasi hasil dukungan pemilih akan
dilaksanakan pada tanggal .......................... guna dapat ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih -----------—--- *) dan dilaporkan kepada
BPD untuk dilanjutkan kepada Yth. Bapak Bupati Bengkayang melalui Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana
perlunya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..........ccccccuuvuun.n.
/T (Ketua ) [ ——
B oo (Sekretaris) - R
3 (Bendahara) . ST
T ., (Anggota) - S
8  esmseressenes (Anggota ) D v e SRR
6 (Anggota) . N—
¥ o (Anggota) T s s riaashess
dst

* ) Keterangan :

- Pilih salah satu sesuai jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi
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17. Format Laporan Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN ....cccovivisonves
| ) L e
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA......iiiiiiiiiiiiieieeeieiinaenens
Alamat :

................ P . |
Kepada

Nomor @ . Yth. Sdr. Ketua BPD Desa ...

Sifat Penting

Lampiran : ...... (cornenn ) berkas di -

Hal Laporan hasil Penjaringan = .....cceeeeeee...

Bakal Calon Kepala Desa

Berdasarkan Keputusan BPD Nomor ......... Tanggal

..... 20..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala

Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1.

Panitia pemilihan Kepala Desa telah melakukan
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka
Pengumuman  dari tanggal ...l s/d

Pelamar yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan
sebanyak ..... I PP ) orang dengan rincian sebagai
berikut :
a. persyaratan yang tidak lengkap dan dikembalikan
sebanyak ...... orang;
b. persyaratan yang lengkap dan diterima sebanyak
........ orang.
Sehubungan dengan hal tersebut point 2, maka panitia
pemilihan akan melanjutkan pada penyaringan Bakal
Calon (kalau paling sedikit 2 orang bakal Calon *)
Atau karena kurang dari 2 ( dua ) orang pendatftar,

maka Tahapan Pemilihan Kepala Desa dihentikan dan ditunda
sampai dengan waktu pemilihan Kepala Desa serentak pada
gelombang berikutnya.

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.................................
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18. Format Surat Pengembalian Berkas Balon Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN ...cooesssivsvis
DESA o it
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....cccviemsmmssisnsnaase
Alamat :
................ s e 20000
Kepada
NOOE = ! saasmesunas o asmasy s Yih: S oorouienmasssssmnaemi
Sifat Penting Selaku Pendaftar
Lampiran : ...... [ — ) berkas
Hal Pengembalian Berkas T

Berdasarkan hasil rapat panitia pemilihan dalam
proses Penyaringan Bakal Calon dengan penelitian
kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas
permohonan Bakal Calon Kepala Desa pada hari

tangeal oo s diberitahukan kepada saudara bahwa
berkas pendaftaran saudara selaku pendafttar bakal calon
Kepalsh, DeSa o dikembalikan karena tidak

memenuhi syarat administratif sebagai berikut :

......................................................................
......................................................................

......................................................................

ool adl ol

Demikian untuk menjadi maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
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19. Format Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN ...cousessasesaes
DESA .ottt e
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....ccccviviiiieiiniiinreriannnnes
Alamat :

................ A~ )
Kepada

HOMGE 0  sosomssmmeme s Yth. Sdr. Ketua BPD Desa ....

Sifat Penting

Lampiran : ...... (cenenen ) berkas di-

Hal : Laporan hasil Penyaringan 0 .....ieeee.....

Bakal Calon Kepala Desa

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan

hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa........ sebagai
berikut :

17

5.

Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak .........
| ) telah dilakukan penelitian kelengkapan
persyaratan administrasi dan klarifikasi.
Sebanyak ....c.eue S ) berkas telah dinyatakan tidak
memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas
nama :
a. Sdr. ...
b. Sdr.......... ,
Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan
pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).
Sebanyak .......... [ —— ) berkas telah dinyatakan
memenuhi persyaratan administratif formal dan
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan
Keputusan Panitia pemilihan yakni atas nama :
a. Sdr.......
b. Sdr. .........
c. dst. ... , dst
( kalau paling sedikit 2 dan paling banyak 5 orang
Calon ) atau kalau kurang dari 2 orang, maka
pemilihan Kepala Desa dihentikan dan ditunda
sampai dengan waktu pemilihan Kepala Desa
serentak pada gelombang berikutnya.
Sebagai bahan pendukung sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan mohon petunjuk

lebih lanjut.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.................................
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20. Format Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN .....cccoovvvinns
DESA . i
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....cocciiiiiiiiiiiiiiniiinane,
Alamat :

................ L | M-
Kepada

Hobtr  §f conmoavemassweseeganmmis Yth Sdr. Ketua BPD Desa ....

Sifat Penting .

Lampiran : ...... | S— ) berkas di -

Hal Laporan hasil Penjaringan @ ...

Bakal Calon Kepala Desa

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan

hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa........ sebagai

berikut :

1. Terhadap berkas bakal calon Kepala Desa sebanyak .........
| — ) telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan
administrasi dan klarifikasi

2. Sebanyak ... bosmneaamn ) berkas telah dinyatakan tidak

memenuhi persyaratan administratif formal yakni atas
nama :
TR T o RR—
b. Sdr.......... ,
c. Sdrs.......... ,
e SAT s
e. dst

3. Berkas yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
administratif sebagaimana point 2, telah dikembalikan
pada yang bersangkutan (sebagaimana surat terlampir).

4. Sebanyak ...... Py ) berkas telah dinyatakan memenuhi
persyaratan administratif formal sebagai Bakal calon yakni
atas nama :

B O s
b. Sdr. .........
R | SRR ;
o ST | N—— ;
e. Sdr...........
f.  dst (lebih dan 5 (lima) orang Bakal Calon)
5. Sehubungan dengan hal tersebut pada point 3, untuk

menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang
dan paling banyak 5 (lima) orang, maka dipersyaratkan
kepada masing masing Bakal Calon dimaksud untuk
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mengikuti seleksi tambahan yang diselenggarakan oleh
Panitia Kabupaten yang telah dilaksanakan pada hari
.......... tanggal ........... ( Hasil Test sebagaimana terlampir,
sehingga berdasarkan urutan peringkat perenkingan,
Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa
yang berhak dipilih adalah :
GHIE, cvivvrimsmasississosinsie
SAr. e
s b
SAr. o
odt: oo T

G B e

Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon
petunjuk lebih lanjut.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
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21. Format Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Alamat :

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN ......cccovvnneee

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : ........ TAHUN ..........

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH DESA .................

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN ..cccivovionses

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

a. bahwa dengan selesainya penyaringan Bakal Calon

Kepala Desa yakni dengan penelitian kelengkapan
persyaratan administrasi dan klarifikasi, perlu
menetapkan Calon Yang berhak dipilih dalam
Pemilihan Kepala Desa;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Calon
Kepala Desa Yang Berhak Dipilih yang ditetapkan
dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3823);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Nomor 6623);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4757) ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1221)

. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
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Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pemberhentian dan Pelantikan Kepala
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2022 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 110 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala
Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan
Kepala Desa ........ Kecamatan  .....................
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan
ini.

Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa periode
..................... di Desa ............... Kecamatan ..................

Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu dalam mengikuti Pemilihan Kepala Desa, patuh

dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ..............ccceviiveninnnn.
pada tanggal @ .............oooiiiiianl

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
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DAFTAR NAMA BAKAL CALON YANG DITETAPKAN
SEBAGAI CALON YANG BERHAK DIPILIH DALAM PILKADES

DESA ..o .. KECAMATAN ..o, KABUPATEN BENGKAYANG
No. Nama Tempat./ Tel Jemg Pendidikan | Alamat | No. Urut
Lahir Kelamin
1 2 3 ) S 6 7
1.
2
3.
4,
S,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

.................................
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22. Format Surat Pernyataan Bersama Calon Kepala Desa

SURAT PERNYATAAN BERSAMA
ANTARA PANITIA DAN CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama T —
Kedudukan/Status Calon Kepala Desa ...........
Selanjutnya bertindak untuk d1r1 sendiri dan atas nama para Pendukung
saya;
2. Nama - SRy -
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa ...........
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung
saya;
3. Nama S ———
Kedudukan/Status : Calon Kepala Desa ...........
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung
saya;
4. Nama o
Kedudukan/Status : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ...........
Selanjutnya bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para Pendukung
saya.
Pada hari ini ............. tanggal, .... ........... 511 o DRG—— bertempat di Desa
...... , disaksikan oleh BPD Desa ..................... serta Camat ........ dan Anggota
Forkopimcam ........ , bersama-sama menyatakan bahwa :
A KM (oo ety e e ea ) &

1. Menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan Lancar, Tertib,
Aman, dan Nyaman.

2. Akan menjunjung tinggi azas : Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur,
Adil ( LUBER JURDIL ) dan tidak akan terjadi kecurangan, karena kami
telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Panitia Pemilihan untuk
berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap tahap kegiatan
Pemilihan Kepala Desa.

3. Siap mengendalikan para pendukung dan bersedia untuk diambil
tindakan oleh pihak yang berwajib apabila terjadi gangguan dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..........

b. Kami ( Ketua dan para Anggota Panitia ) benar-benar siap melaksanakan
tugas secara mandiri dan tidak memihak serta menjamin Pemilihan Kepala
Desa ............. berjalan Lancar, Tertib, Aman dan Nyaman, karena para
Calon Kepala Desa .......co.oiseee dan pendukungnya benar-benar telah

berperan aktif dan terlibat langsung pada setiap kegiatan Pemilihan Kepala
Desa.
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Dan seterusnya menyesuaikan dengan kesepakatan lainnya..............
Demikian surat pernyataan bersama ini dibuat tanpa paksa dari pihak
manapun, apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan
ini, kami siap bersedia diberi tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

......... RESTIRNE—. . ) 1
KAMI YANG MENYATAKAN,
. T ]
| TANDA \
NAMA UNSUR/JABATAN TANGAN |
............................ . |Calon Kepala Desa | 1.... | |
"""" | Calon Kepala Desa |2..
............................. ! Ca],on Kepala Desa | 3.”. I I
R A | | S
............................. Eéon Kep—a:la Desa ( 4..‘.. —|
.................... | Calon Kepala Desa | 5.... ____‘
s | Ketua Panitia L‘* - 1'
............................. 1 Sekretaris Panitia 5 T, |
e ————————————— - 1 P ———— | : i —————
............................. : '8 |
o S o | Oeeeee
............................. | | T
CoC N S S L
Mengetahui :
Ketua BPD
Desa ....oooeiiiiiiiiiiiiein
NAMA JELAS
Camat, Kapolsek, Danramil,

.............................................................
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23. Format Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN ......ccccvmiimnes
DESA iisuiiitssscessnmassonumne sonsssasesos sosnssssssonss

.....................................

Alamat :

BERITA ACARA
PENGESAHAN DAFTAR HAK PILIH TETAP

Pada hari ini ......... tangeal ... 20..., bertempat di Sekretariat

Panitia Pemilihan telah dilakukan rapat dalam rangka Penelitian dan

Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.

Penelitian dan Pengesahan Daftar Pemilih dipimpin oleh Ketua

Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh para Anggota Panitia Pemilihan, para

Bakal Calon dan atau saksi, BPD, ... (sebagaimana daftar hadir

terlampir).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia dengan para Bakal Calon
telah sepakat sebagai berikut :

1. Daftar Pemilih setiap Dusun benar-benar telah diteliti oleh para Bakal
Calon dan atau saksi. selanjutnya sepakat untuk disahkan dan
ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Jumlah Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) setiap Dusun untuk Pemilihan Kepala

Desa .........ooevvennnn. , dengan perincian sebagai berikut :

1. Dusun /TPS Jumlah - ST Orang;
Pemilih

2. Dusun .o Jumlah S s Orang;
Pemilih

3. Dusun ....... Jumlah - Orang;
Pemilih

4. Dusun ....... Jumlah ARV S Orang;
Pemilih

3. Dusun ....... Jumlah R Orang;
Pemilih

JUMLAH : ... Orang;

2. Susunan Daftar pemilih tetap sebagaimana daftar terlampir yang telah
dikelompokkan menurut Dusun / TPS.

3. Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) sebagaimana dimaksud angka 2. Menjadi dasar
dalam Persiapan Surat suara, Kotak suara, peralatan kelengkapan lainnya

dan pemberian Dukungan Pemilih kepada Bakal Calon.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda
tangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana seperlunya.

R oo K (Ketua).......coovvvvnneennnnn.

2. e (Sekrteris)..................
B (Bendahara,).....................
ey (Anggota)..................

- T [ CR———————————————————

1. Sdr. e R —

i BAL: .....conersnrmumsans 2. i,
3. BB s e

S S 1o § . S
TR | S 5. ereeenn

6. Dst
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24. Format Berita Acara Pembentukan PPPS

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN .....comiesmssvons
DESA ..o

Alamat :

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PETUGAS PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ..................

Pada hari ini,...... ,tanggal ...Bulan.......... Fahum oo bertempat di ......
Desa......: Kecamatan ......... ,» Kabupaten Bengkayang telah dilaksanakan Rapat
Pembentukan Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa .......................

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan , dihadiri oleh para Anggota
Panitia Pemilihan, BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan, Unsur Tokoh Masyarakat dan...................
(Kecamatan /kalau hadir), (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat Panitia Pemilihan dihasilkan beberapa kesepakatan antara
lain :

1. Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa.....c.ocoovvvnenenn, sebagaimana daftar nama yang tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Berita acara ini;

2. Atas persetujuan BPD, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan
Panitia Pemilihan;

R dst ( menyesuaikan hasil musyawarah ).

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua BPD, Panitia PILKADES
Ketua,

.........................
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LAMPIRAN : BERITA ACARA PEMBENTUKAN PPPS
TANGGAL

PEMILIHAN KEPALADESA. .....coocvieviiinn. KECAMATAN.........
PERIODES i emens
DUSUN /TPS: .............
T o B ' |
No. NAMA SHRELANUNSIR KETERANGAN |
DARI i
;s 2 - 3 4
L. | Pelaksana |
2. Pelaksana
3. Pelaksana
4. | Linmas/Hansip
|
 SS—— ] i —— r—r— —————
5. 1|_ Linmas/Hansip
L o N
Ketua BPD, Panitia PILKADES

Ketua,

-------------------------



25. Format Surat Undangan Pemungutan Suara

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN .......c..........
DESA ...cooiiiiiiiiinan, T T
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA......ovvveeeeeeeeeoeeoe
Alamat :
[fomor DPT : ]
................ PR —— 1 -
Kepada
NOMIBE  §  scsscssissinismsmseesmmsnsmmmsens £ : ————————
Sifat Penting
Lampiran di-
Hal Laporan Undangan untuk Tempat

menggunakan hak pilihnya
pada Pemilihan Kepala Desa

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada acara
Pemilihan Kepala Desa ............ Kecamatan ............ Kabupaten
Bengkayang yang akan dilaksanakan pada :

Hari S

Tanggal : .ccsmmmiisinescioesomsmesesmmnas

Pukul : 07.00 s/d 12.00 WIB

Tempat : Dusun.............. RT/RW. ...,

Selanjutnya kehadiran Saudara tidak dapat diwakilkan kepada
orang lain dengan alasan apapun.

Surat panggilan ini harap dibawa ketempat pemilihan yang
nantinya akan ditukar dengan surat suara untuk menggunakan
hak pilih Saudara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.................................
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26. Format Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN ..c.oosomeinisss
DESA ..ciisiiniiiineesessmmmmnsomsenn sonsssmsssranssasass

.....................................

Alamat :

BERITA ACARA
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

i

2.

Nama S BEANESRSe e e sn e s s s O s S sy RS

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .... Kec. ...........
Nama S e Y A G A SR D

Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kec. ........
Nama R T T

Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi¥............. Ker, wosenn

Nama A A SRR S e RS

Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi* ................ Kec. ..............

Nama S eiertesurmreseseerseesresssnnatrea s a e st e e nrneye

Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *................... Kec. .ccovvnnnn..

Nama - ——

Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ................... | S

a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ........ Kecamatan ............
Kabupaten Bengkayang yang berlangsung pada Hari, ...... , Tanggal
.......... Bulan ............ Tahun .............. telah berjalan dengan aman,

tertib dan lancar serta Bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur
dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;

b. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan
kenyataannya;

c. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara ini kami tanda tangani
setelah mendengar jawaban para pemilih terhadap pertanyaan
Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan bahwa
pelaksanaan pemilihan telah dinyatakan sah dan telah berjalan
secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
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Ditetapkan di
pada tanggal

............................

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA SEKRETARIS

Cap Stempel

--------------------------------------------

Mengetahui :

Calon Kepala Desa/Saksi*) Calon Kepala Desa/Saksi*)

......................................

.....................




27. Format Berita Acara Penghitungan Suara

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RKECAMATAN .sicvcisinennns
DESA ..o

Alamat :

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama P dbemereamuresnee sbememean ek s s s s e s
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa .......... Kee. ...
2. Nama P e e e e NS S S D S R e
Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kec. ...
3. Nama T
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ............. Ker. ssousmions
4. Nama D O SR SR B ince meoton ke s AR i ST NS
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ............. Kec. ...ccoen......
5. Nama SR U
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi*) ............. Kec. ..............
6. Nama e
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) ............ Kec. coovnnennn.
7. Nama Y L
Jabatan : Saksi Masyarakat ............ KR, wissmenssasons
8 Nama o
Jabatan : Saksi Masyarakat ............ Bet,: ciossansmns

Menyatakan dengan sesungguh-sunguhnya bahwa :

1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa
.......... Kec. ......Kabupaten Bengkayang dilaksanakan pada Hari,
......... tanggal ......... Bulan ......Tahun ...

2) Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara di tiap
Dusun, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

MR ancaion | IR PeROLEEM
= , . ) A

2, B ‘ -

3.

dst | ) A B _ |

Catatan : Rincian hasil pemungutan suara di tiap Dusun terlampir.

3) Jumlah Hale Pilth .. auasmmmmmsmammnivasis S orang
4) Jumlah hadir yang menggunaan hak pilihnya R — orang
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S) Jumlah surat suara yang tidak sah ............... S orang

6) Jumlah suara yang sah ..................cooovveiiiiiii J—— orang.

7) Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara
dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

8) Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud
disaksikan juga oleh para pemilih ;

9) Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku
dalam hal menyatakan keterangan yang tdak sesuai dengan
kenyataanya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh

masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa

......... Kecamatan ...... Kabupaten Bengkayang.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA, SEKRETARIS

Cap Stempel
Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi*) Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*) Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

--------------------

*) Coret yang tidak perlu
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28. Format Rekapitulasi Penghitungan Suara

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHT\N KEPALA DESA ......... KECAMATAN ......... KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ...........
PEROLEHAN SUARA DI DUSUN JUMLAH
NO NAMA BAKAL CALON TPS TPS .... | TPS ... | TPS wes | DAN TOTAL KET
DUSUN ...... DUSUN ...... DUSUN ...... DUSUN ...... seterusnya SUARA
1 2 3 -+ 5 6 7 8 9
i
2.
3.
dst. .
Jumlah suara sah
~ Jumlah DPT i ]
Pleu"af Calon atau Saksi Calon : .
Nomor Urut 1 - PN
Nomor Utut 2 HE .

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

.......................
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29. Format Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN .....ccvvvvnnenns
DEBA ..o sy sinmosis s s s esis
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA......cutvuiiiiiieeeeeeeeenenns
Alamat :

................ s e 2000
Kepada

Nomor @ ., Yth Sdr. Ketua BPD Desa ....

Sifat Penting .

Lampiran : ...... S— ) berkas di-

Hal . Laporafi Pélaksanaan = ===0 %zl s

Pemilihan Kepala Desa
Menindaklanjuti Keputusan BPD Nomor ......... tanggal oo

20... tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan
hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. PadaHari..... tanggal ........ telah dilaksanakan Pemilihan Kepala
IDESE svenmanziinis bertempatdi Dusun............. berjalan aman, dan
tertib:sehingga Bde. ..o telah terpilih sebagai Kepala
Desa;

2. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan
sebagaimana Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan
surat ini ( Berkas terlampir.)

3. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. ........... No: Urat ...
memperoleh suara sebanyak................. , pendidikan ...............
telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan;

4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya
ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta
dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Bengkayang;

5. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan
dengan laporan ini, kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan
pemilihan antara lain :

a. Berita Acara asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

b. Asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
c. Asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil
pemungutan suara.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.......................
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30. Format Berita Acara Serah Terima Dokumen Pemilihan Kepala Desa

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA ..............

TAHUN ...............

Pada hari ini, ............... , tanggal ............... Bulan ............... Tahun
............... bertempat di ............. Kecamatan ............... Kabupaten
Bengkayang yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ............... disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/ Ketua PPPS Desa ......... disebut

PIHAK KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan
Pemilihan Kepala Desa ............... Tahun 20......

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud
diatas meliputi :

a. DPS;

b: DPT;

c. Surat Suara;

d. Berita Acara kesepakatan tertulis;
e. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjwab penuh atas dokumen tersebut
diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

................... ; G e B 0swonss
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Ketua BPD Desa ............ Ketua Panitia PILKADES Desa ...

------------------- SssssessssessansseseensRnnS
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31. Format Usulan Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN .....ccooiviiiiiiinnns
KABUPATEN BENGKAYANG

Alamat ;oo e

................ .1 0 N
Kepada
Nomor T — Yth Bupati Bengkayang
Sifat : Penting : Melalui. Camat ...ovemsss
Lampiran : ...... A ) berkas
Hal : Usul Pengesahan dan di -

Pelantikan Calon Kepala Desa

........................

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan
KepalalDésa. ..oooivoneansine taapgal ... NOBIOE | .coovcancsunns
dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut.

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala

Desa ......... Tanggal ............ Nomor : .........cccee.... bahwa pada
Hari ........ Tanggal ......... telah dilaksanakan Pemilihan
Kepala Desa ..........q. bertempat di Dusun .......... berjalan

aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa
dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

NOMOR

URUT ,NAMA CALON KA]?)ES | PEROLEHAN SUARA

|

1.

2.

Dst.

Suara Tidak Sah

1. Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr.

.......... No:. Urut e tanda gambar oo
memperoleh suara sebanyak ........... (dengan wilayah
perolehan suara yang lebih luas *) jumlah perolehan suara
sebanyak .......... Pendidikan ............ dengan hormat

kami usulkan untuk dapat ditetapkan dan diangkat
sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth.
Bapak Bupati Bengkayang.

2. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan
dengan usulan ini, kami lampirkan berkas-berkas
pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap yakni :
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a. asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan
suara;

c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil
pemungutan suara;

d. dst.

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

------ ssssesecsesssenene

89



32. Format Keputusan Panitia Pemilhan Kepala Desa tentang Penetapan Calon
Kepala Desa Terpilih

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DESA

KECAMATAN sivssssesiss

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.......ccccocitesecnisnsasnsnssenens

Alamat :

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR : ........ TAHUN sueuvavins

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
KECAMATAN ......ccceuenen KABUPATEN BENGKAYANG
PEMILIHAN KEPALA DESA .............
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayan Nomor 6
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan
Pelantikan Kepala Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia tahun 1999 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (
LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4757) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Rapublik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2090) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun
2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
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Memperhatikan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1221);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor
6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pemberhentian dan Pelantikan Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemilihan, Pemberhentian dan
Pelantikan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 2);
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 110 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala
Desa;

Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara

Desa ........ Kecamatan ........ Kabupaten Bengkayang
Tangeal ...
MEMUTUSKAN
Berdasarkan hasil Berita Acara Penghitungan Hasil

Pemungutan Suara, Perolehan suara tertinggi atas

sSuara

......... nomor urut ..... dengan memperoleh
SEBARYEK vooumvssns { sssssvsnsimmmnnes )

Berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU dengan ini menetapkan :

Nama

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis

Kelamin

Agama
Pendidikan

sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa

Kecamatan ...................... , Kabupaten Bengkayang.

Calon

Kepala Desa Terpilih sebagaimana pada

dimaksud Diktum KEDUA dilaporkan kepada Badan
Permusyawaratan Desa ........ guna disampaikan
kepada Bupati Bengkayang melalui Camat untuk
disahkan menjadi Kepala Desa.
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KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ......ccoeveviiiiiiiiiiinnnnns
pada tanggal : ..........coiiiiiiiiiiinnnn.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.................................
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33. Format Kop Surat, Stempel Dan Sampul Panitia Pemilihan Kepala Desa

PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA

A. Pedoman Kop Surat :
1. Kop Surat Panitia Pemilihan ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat
dengan huruf berwarna hitam.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan
ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kanan dan Sekretaris di sebelah kiri.
3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan dan penandatanganannya beserta
stempel, selengkapnya sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN ..c..oasmenins

Alamat :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA ....ooomvens RKECAMATAN ...consvisssies
KABUPATEN BENGKAYANG,

Sekretaris, Ketua,

.................................
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B. Pedoman stempel :

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk 4 persegi panjang berukuran

panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu.

3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

PANITIA
PEMLIHAN KEPALA DESA 2

C. Pedoman sampul surat :
1. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk persegi panjang dan
berwarna putih.
2. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat pada bagian
depan sampul harus diberi stempel panitia.

3. Contoh sampul surat sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN ....covvvvennnnn
DESA. ..o
PANITIA PEMILIHAN KEPALADESA ...oovvviviieneaannn..
Alamat :..............
Nomor
Kepada
Yth. s
a
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34. Format Surat Keterangan Domisili

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
RN T 1 R —
DESBR . iciiisiinin snnsmmsaneunanensan

...............................................................................................

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOomor @ ....oooovviviiiiiiiiiiiann,

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dusun .......... Desa .......
Kecamatan .............. Kabupaten Bengkayang, dengan ini menerangkan :
Nama
NIK

Jenis Kelamin
Tempat/Tanggal Lahir
Agama
Kewarganegaraan
Pekerjaan

Alamat Domisili

Dengan ini menerangkan bahwa benar yang bersangkutan adalah warga
Desa ..... Kecamatan ..... dan bertempat tinggal di alamat domisili sebagaimana
tersebut diatas sejak ..... sampai diterbitkannya surat keterangan ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tembusan :
I, Repala Desa. ..ocoussommvsmss
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35. Format Berita Acara Penghitungan Suara di TPS

KABUPATEN BENGKAYANG

TPS...ooo DUSUN...............

N

B = PO B0 DI 5 AR S 1D e

BERITA ACARA

PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA TPS........ccoevviinienens

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan
Nama
Jabatan
Nama
Jabatan
Nama
Jabatan
Nama
Jabatan
Nama
Jabatan
Nama
Jabatan

............................................................

------------------------------------------------------------

Saksi Calon........... /Saksi Masyarakat*)
Saksi Calon............ /Saksi Masyarakat *)
Saksi Calon ........... /Saksi Masyarakat*)
Saksi Calon ............ /Saksi Masyarakat)
Saksi Calon ... /Saksi Masyarakat*)

. Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ........... Kec
............. Kabupaten Bengkayang dilaksanakan pada Hari, .........tanggal .........
Bulan ... Ty oo

. Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara di TPS, maka diperoleh

c. Jumlah Hak Pilih
d. Jumlah hadir yang menggunaan hak pilihnya
e. Jumlah surat suara yang tidak sah .....................

hasil sebagai berikut :

NOMOR

URUT | f‘JAMA CAIT?N PEROEEHAN SUARA

1. .
2.

- . i |

i |

3. l ‘

—_— —— ,_T — — —— e
dst i
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f. Jumlah suara yang 8ahl ...........c.seessarissivesssasssssesse R orang.

g. Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.

h. Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga
oleh para pemilih.

i. Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataanya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh
masing-masing calon di TPS...................... Desa

......................

Ditetapkan di: .......ccoovevunnnnnn
pada tangpal : ..cesseesssens
PETUGAS PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA PPPS ANGGOTA PPPS
Mengetahui
Saksi Calon/Saksi Masayarakat* Saksi Calon /Saksi Masyarakat*
Saksi Calon /Saksi Masayarakat*® Saksi Calon /Saksi Masyarakat*

Saksi Calon /Saksi Masyarakat*)

------------------ .

*) Coret yang tidak perlu
*) Saksi yang Mengetahui maksimal 5 orang.
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36. Format Hasil Penghitungan Suara di TPS

HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. SUARA SAH

NOMOR URUT DAN
NAMA

PEROLEHAN SUARA UNTUK CALON

JUMLAH
TIAP BARIS

2

JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA
UNTUK NOMOR URUT

JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA
UNTUK NOMOR URUT

JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA
UNTUK NOMOR URUT

JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA
UNTUK NOMOR URUT

JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA
UNTUK NOMOR URUT
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A. SUARA TIDAK SAH

JUMLAH
PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH TIAP BARIS
1 2 3
1 | SUARA TIDAK
SAH
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH
Catatan:

1. Pada kolom 2 ditulis tally atau turus ( IIII) tiap perolehan 5 (lima) suara;
2. Pada kolom 3 ditulis angka, misal 25, 50 atau kelipatannya;,

PETUGAS PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
SAKSI CALON KEPALA DESA /SAKSI MASYARAKAT
NO NAMA SAKSI CALON KEPALA TANDA TANGAN
DESA /SAKSI
MASYARAKAT
1
2
3
4
5
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Mengetahui
Saksi Calon/Saksi Masyarakat* Saksi Calon /Saksi Masyarakat*

Saksi Calon /Saksi Masyarakat* Saksi Calon /Saksi Masyarakat*

sessessssssesesssRRnERse . wesssssssssssess ssssseasn

Saksi Calon /Saksi Masyarakat*)

*) Coret yang tidak perlu
*) Saksi yang Mengetahui maksimal 5 orang.
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37. Format Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa

CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA i DITEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA

TPS T S R S B SR R T T R SRR e SR A
DESA A R S I S SRS BN SR S S N
A. DATA PEMILIH

Keterangan Pemilih

No Uraian Laki-Laki Perempuan Jumlah
(3+4)
1 2 3 4 5

1 |Jumlah Pemilih Dalam
Salinan Daftar Pemilih
Tetap (DPT)

2 |Jumlah Pemilih Dalam
Salinan DPT Yang
Menggunakan Hak Pilh

3 |Jumlah Pemilih Dalam
Salinan Dpt Yang Tidak
Menggunakan Hak Pilh

B. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SURAT SUARA

No Uraian Jumlah

1 | Surat Suara Yang Diterima (Termasuk Cadangan)
Surat Suara Yang Terpakai

Surat Suara Yang Dikembalikan Oleh Pemilih Karena
rusak Atau Keliru

4 Surat Suara Yang Tidak Terpakai [B.1-(B.2+B.3)]

C. KLASIFIKASI SUARAT SUARA YANG TERPAKAI, BERISI SUARA SAH DAN
TIDAK SAH

No Uraian Jumlah
1 Surat Suara Sah Untuk Seluruh Calon Kepala Desa

2 Surat Suara Tidak Sah.

3 [Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah (C.1 + C.2) = B.2

........................
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38. Format Surat Suara

contoh surat suara pilkades
(halaman depan)

SURAT SUARA PILKADES TAHUN
DESA. ....cmummmmmoneer

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN

DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .........
Ketua,
Cap panitia/ttd

(hal belakang)

CALON KEPALA DESA
PILKADES TAHUN

...........................

[ NO URUT

NO URUT DAN

FOTO CALON

Catatan :

L
2,

bahan kertas HVS 80 grm
——meeee—— : lipat.

BUPATI BEINGKAYANG,

ttd

SEBASTYANUS DARWIS
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